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BUPATI KAPUAS HULU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 

NOMOR     8       TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  

NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA DAN 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH  KABUPATEN KAPUAS HULU  

TAHUN ANGGARAN 2015 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI KAPUAS HULU,  

 
Menimbang 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

bahwa untuk penyempurnaan pengelolaan 

keuangan daerah dalam rangka efektivitas dan 

efisiensi pengeluaran biaya kegiatan/program pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 42 Tahun 

2014 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 

2015; 

 
Mengingat 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat   Nomor  3  
Tahun 1953 tentang  Pembentukan  Daerah  

Tingkat  II  di Kalimantan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421); 

5. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  23  
Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4bTahun 2015 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54  

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

10. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor  13  Tahun  2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan  Menteri 

Dalam Negeri Nomor  21  Tahun  2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah; 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

13. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor  37 Tahun  2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja  Daerah Tahun Anggaran 2015; 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU 
NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR 

BIAYA DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 
ANGGARAN 2015. 

 

Pasal  I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 
tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 

Anggaran 2015 perlu diubah sebagai berikut : 

 

Diantara Paragraf 6 dan Paragraf 7 disisipkan 1 (satu)  Paragraf, yaitu 

Paragraf 6A sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Paragraf  6A 

Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

 

Pasal  21A 

(1) Pemberian Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD dengan memperhatikan asa : 

a. Kepastian; 
b. Kepatutan; 

c. Kewajaran dan   
d. Rasional. 

 

(2) Pemberian Tunjangan Perumahan bertujuan untuk 
meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan, sehingga 

terciptanya kinerja tugas Pimpinan dan Anggota DPRD. 
 
(3) Besarnya  Tunjangan Perumahan seabagaimana dimaksud pada 

ayat (2) berpedoman pada standar maksimum sebagaimana 
tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal  II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada  tanggal  ditetapkan dan 
berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2015. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kapuas Hulu. 
 

 
Ditetapkan di Putussibau 

pada tanggal 26 Januari 2015 
 

BUPATI KAPUAS HULU, 

 
ttd 

 

A.M. NASIR 
 

 

 

Diundangkan di Putussibau 

pada tanggal 27  Januari 2015 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU, 

 
 
                        ttd 

 
              MUHAMMAD SUKRI 
 

BERITA  DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN  2015 
NOMOR  8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


